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PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA 

NOMOR 3 TAHUN 2016 

TENTANG 

PRODUK KARYA MANDIRI LEMBAGA SANDI NEGARA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa upaya perlindungan terhadap informasi 

berklasifikasi milik pemerintah melalui persandian harus 

dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi; 

  b. bahwa Lembaga Sandi Negara membangun dan 

mengembangkan Teknologi Persandian yang mandiri 

secara bertahap dan berkesinambungan guna 

mendukung tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Produk 

Karya Mandiri Lembaga Sandi Negara; 

   

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
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Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 323); 

2.  Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 

OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara; 

3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Visi dan Misi Lembaga Sandi Negara; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG 

PRODUK KARYA MANDIRI LEMBAGA SANDI NEGARA. 

  

Pasal 1  

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Teknologi Persandian adalah cara atau metode serta 

proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan 

pemanfaatan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto serta 

ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, 

dan konsisten.  

2. Produk Karya Mandiri Lembaga Sandi Negara yang 

selanjutnya disebut Produk Karya Mandiri adalah 

Teknologi Persandian yang dibangun dan dikembangkan 

Lembaga Sandi Negara untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara. 

 

Pasal 2 

(1) Produk Karya Mandiri dihasilkan melalui inovasi mandiri 

Lembaga Sandi Negara atau melalui kerja sama dengan 

lembaga pemerintah atau nonpemerintah. 

(2) Inovasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan 

dengan berorientasi pada kebutuhan serta 

memperhatikan ketersediaan sumber daya. 
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Pasal 3 

Pembangunan dan pengembangan Teknologi Persandian 

sebagai Produk Karya Mandiri diselenggarakan oleh unit kerja 

yang membidangi pengkajian persandian. 

 

Pasal 4 

Perlindungan hak kekayaan intelektual atas Produk Karya 

Mandiri dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 5 

Produk Karya Mandiri ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Lembaga Sandi Negara.  

 

Pasal 6 

(1) Setiap Produk Karya Mandiri memiliki identitas khusus 

yang diatur berdasarkan standar penamaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penamaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Pedoman Deputi. 

 

Pasal 7 

Evaluasi terhadap Produk Karya Mandiri dilaksanakan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sandi 

Negara. 

 

Pasal 8 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Mei 2016 

 

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, 

 

ttd 

 

DJOKO SETIADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Mei 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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